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                         Abstrak 

Tindakan kenakalan remaja biasanya berbentuk perilaku menyimpang dan dilakukan oleh 

sekelompok anak muda. Makna asli istilah klitih adalah kegiatan atau aktivitas keluar 

rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan, namun saat ini, istilah klitih telah 

mengalami pergeseran kepada hal negatif yakni tindakan kriminalitas dan berbau anarkis.  

Tindakan tersebut dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan 

bermasyarakat. Di Kabupaten Klaten istilah ini dikenal dengan aksi klitih. Penelitian ini 

penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui 

wawancara. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap aksi 

klitih yang dilakukan Polres Klaten dibagi dalam tiga upaya hukum yaitu, upaya pre emtif, 

upaya preventif, dan upaya represif. Upaya ini sebagai Langkah pencegahan akan 

terjadinya aksi klitih yang terjadi di Kabupaten Klaten. Penelitian tentang aksi klitih ini 

juga membahas faktor-faktor penyebab aksi klitih, rentang usia pelaku aksi klitih juga 

penanganan terhadap pelaku aksi klitih di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Klaten. 

Penegakan hukum terhadap pelaku aksi klitih di tinjau menggunakan Hukum Pidana dan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menggunakan Restorative Justice. 

 

Kata Kunci: Klitih, Hukum Pidana, Restorative Justice. 

Abstract 

Teen delinquency is usually defined as the deviant behavior of a group of young people. 

The original meaning of the term "klitih" is an activity or an driving at night to relieve 

stress, but the term has now taken on negative connotations, referring to criminal and 

anarchic behavior.  These actions can disrupt the peace and order of society life. In Klaten 

Regency, this term is known as "klitih." In this study, the author used the juridical 

empirical method with data collection through interviews. The results of this study show 

that the enforcement of the law against the klitih action by the Klaten Police is divided 

into three legal efforts: pre-emptive, preventive, and repressive. These efforts are intended 

to prevent the occurrence of klitih actions in Klaten Regency. The study of klitih also 

discusses the factors that cause klitih, the age range of klitih perpetrators, and the handling 

of perpetrators under the age of 18 in Klaten. The enforcement of the law against 

perpetrators of the klitih action is examined using criminal law and the Juvenile Justice 

Law, using restorative justice.  

Keywords: Klitih, Criminal Law, Restorative Justice. 
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1. PENDAHULUAN  

 

 Kasus kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok pemuda terus bertambah secara masif di 

Indonesia dan menjadi tema perbincangan yang sangat menarik di masyarakat serta menjadi sebuah 

bahasan yang menarik di dalam hukum pidana, bahkan ketika negara Indonesia yang sudah bersiap 

untuk bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045, fenomena yang saat ini disebut sebagai klitih oleh 

masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Klaten dan sekitarnya massif terjadi. Kaum muda telah 

dilanda oleh kurangnya pendidikan moral dan krisis identitas.  Klitih pada awal maknanya sebenarnya 

tak merujuk kepada hal-hal negatif atau kriminalitas.  Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie 

Sujito menuturkan, makna asli istilah klitih adalah kegiatan atau aktivitas keluar rumah di malam hari 

untuk menghilangkan kepenatan. Saat ini, istilah klitih telah mengalami pergeseran kepada hal negatif 

yakni tindakan kriminalitas dan berbau anarkis. Tidak hanya itu, pada banyak kasus yang ditemukan 

di Yogyakarta, klitih justru dilakukan oleh remaja. “Klitih perlahan mengalami pemburukan makna, 

ketika diidentikkan dengan tindakan kejahatan, kriminalitas, entah itu dengan berbagai alasan tidak 

jelas,” kata Arie. Ia juga menuturkan, aksi klitih ini merupakan bentuk disorientasi pada remaja. 

Manifestasi perilaku negatif yang ditunjukkan oleh remaja tidak hanya terbatas pada perilaku umum, 

melainkan juga mencakup aspek kriminal.  Misalnya, remaja yang memiliki permasalahan dikeluarga, 

mempunyai beban di sekolah, mendapat stigma buruk di lingkungan dan komunitas, memiliki ruang 

ekspresi terbatas, dan lainnya.   

 Fenomena klitih ini sudah dimulai sejak awal tahun 1990-an ketika kepolisian mengelompokkan geng 

remaja di Kota Yogyakarta. Kepolisian diketahui telah memiliki informasi seputar geng remaja dan 

kelompok anak muda yang melakukan kejahatan. Setelah orde baru, Wali Kota Yogyakarta pada saat 

itu Herry Zudianto mengancam para pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Dari 

hal tersebut, para pelaku ini kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota 

untuk melakukan aksi klitih. Alasan dari anak muda melakukan aksi ini lantaran ingin mendapatkan 

pengakuan dari teman-temannya. Anak muda yang melakukan klitih mengklaim dirinya mendapatkan 

reputasi tersohor di lingkungannya mencari pertemanan atau relasi secara luas namun niatnya tidak 

tersalurkan dengan baik karena malah terjerumus hal-hal negatif.  

  Di Kabupaten Klaten ini aksi klitih juga menjadi isu yang memerlukan perhatian. Klitih merupakan 

salah satu dampak dari kemajuan globalisasi dan teknologi yang ditandai dengan maraknya 

penyalahgunaan sosial media yang mengakibatkan penyimpangan dalam pergaulan.  Remaja belum 

bisa berpikir secara dewasa sehingga tersulut emosi dan mudah untuk ikut-ikutan tren yang sedang 

viral. Faktor tersebut juga menjadi penyebab maraknya aksi klitih di Kabupaten Klaten. 

 Apabila melihat data kasus dari adanya aksi kltih di Indonesia terutama di Kabupaten Klaten perlu 
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521 

adanya tindakan serius yang dilakukan oleh Polres Klaten sebagai pihak yang berwenang dalam 

mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terutama dalam hal penangan aksi klitih 

yang telah membuat resah masyarakat untuk beraktivitas dengan aman tanpa perlu rasa takut yang 

membayanginya, oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penanganan terhadap 

aksi klitih di Kabupaten Klaten. Penelitian ini secara mendalam akan mengkaji dan mengeksplorasi 

bagaimana peraturan yang ada diterapkan, apa saja kendala yang dihadapi dalam menangani kasus 

tersebut, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menangani aksi klitih di Kabupaten 

Klaten. 

2. METODE  

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yang mana 

berlandaskan pada penelitian lapangan berdasarkan metode penelitian yang diambil maka metode 

pendeketan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dengan melihat ketentuan hukum 

relevan yang terjadi pada masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis Polres Klaten menjadi sumber 

data utama dalam kajian hukum ini. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Peran Polres Klaten dalam menangani aksi klitih untuk ketertiban Masyarakat. 

 Memberikan keamanan dan ketertiban merupakan tugas pokok Polisi. Dalam menjaga 

ketertiban dan keamanan di Masyarakat perlu adanya sinergi bersama yang kuat antara pihak 

Masyarakat dengan Kepolisian sebagai pihak yang berwajib dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian diharapkan dapat menanggulangi dan mengantisipasi 

fenomena aksi klitih yang terjadi di Klaten. 

 Dalam penegakan hukum terhadap pelaku aksi klitih, Polres Klaten menggunakan tiga 

upaya yaitu upaya hukum pre emtif, preventif, dan juga represif. Upaya ini digunakan untuk 

pengendalian aksi klitih yang terjadi di Klaten. Berikut penjelasan mengenai upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Polres Klaten, yaitu: 

1. Upaya pre emtif 

Upaya pre emtif merupakan bentuk dari pencegahan terjadinya kejahatan jalanan berbentuk aksi 

klitih, dengan adanya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih tentunya 

Polres Klaten dapat memberikan rasa aman dan ketertiban terhadap bahaya aksi klitih melalui 

pencegahan aksi tersebut dapat berulang kembali. upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 

mencegah tejadinya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih menggunakan upaya 

pre-emtif yaitu dengan cara: 

a. Kapolres melalui satgas anti klitih memberikan sosialisasi terhadap pelajar sekolah Tingkat 
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SMP dan SMA bekerja sama dengan pihak Sekolah dengan memberikan pemahaman dan 

himbauan mengenai bahaya aksi klitih dan guna memberikan himbauan terhadap pihak 

sekolah tentang pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar dapat mencegah 

potensi terjadinya aksi klitih dan agar tidak melakukan kejahatan aksi klitih yang dapat 

merugikan masa depan mereka. 

b. Memberikan sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai himbauan aktivitas di malam hari 

untuk berhati-hati dan juga memberikan edukasi terhadap orang tua agar memberlakukan jam 

malam yaitu jam 9 malam harus berada di rumah terhadap anak mereka yang masih berstatus 

pelajar, tentunya hal ini untuk meminimalisirkan terjadinya potensi adanya aksi klitih yang 

rawan di malam hari baik sebagai korban ataupun pelaku. 

c. Memberikan sosialisasi bersama dengan Universitas Muhammadiyah Klaten (UMKLA) 

dengan mengundang guru Bimbingan Konseling (BK) dari Sekolah Menegah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuaruan dan Madrasah Aliyah se Kabupaten Klaten. Tujuan dari sosialisasi ini 

adalah cara-cara mengatasi kejahatan jalanan/klitih, yaitu dengan cara menjadikan keluarga 

dan sekolah sebagai tempat nyaman bagi para siswa, Orang tua dan guru agar memperhatikan 

pergaulan siswa, diselenggarakannya ekstra kulikuler yang menarik di sekolah, dibentuknya 

kelompok kerja sekolah tentang kenakalan remaja, dilaksanakannya patroli dan Razia senjata 

tajam oleh polisi, serta pelibatan pelajar dalam kegiatan warga. 

2.  Upaya Preventif 

 Upaya preventif atau upaya non-penal adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu 

terjadi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks 

aksi klitih ini upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi klitih yang dapat 

mengganggu keamanan Masyarakat. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres 

Klaten dalam mencegah aksi klitih tersebut, yaitu: 

i. Operasi Cipta Kondisi 

 Operasi Cipta Kondisi merupakan upaya Preventif untuk menanggulangi aksi klitih di 

wilayah Klaten melalui patroli rutin dari gabungan seluruh elemen Kepolisian Klaten dengan 

metode patroli. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota 

polri, sebagai usaha dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh 

adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, 

menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan/atau kondisi yang 

diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran polri untuk 

melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Selain memantau situasi keamanan, 
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tim patroli juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga, memberikan edukasi 

tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan 

kepada pihak kepolisian. Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan oleh Polres Klaten ini 

termasuk dalam upaya preventif mencegah terjadinya aksi klitih di wilayah Klaten. 

3. Upaya Represif (Penal) 

 Upaya menanggulangi kejahatan   perbuatan   klitih   dengan   bersifat Penal (represif) 

merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan   terjadi. Tindakan ini berupa 

penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan UU yang 

berlaku dan menempatkan pelaku ke dalam lembaga permasyarakatan (lapas). 

Tujuan pemberian hukuman pidana terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki 

tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi di 

dalam Masyarakat, baik dari segi norma agama ataupun norma hukum. Upaya Penal 

bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku aksi klitih agar tidak mengulangi 

perbuatannya kembali dan sebagai ancaman bagi siapa saja yang mencoba untuk melakukan 

aksi klitih. Upaya represif ini dibedakan tergantung pada usia pelaku aksi klitih. 

Menurut KASAT RESKRIM Polres Klaten IPTU Taufik Frida Mustofa S.Tr.K., S.I.K., M.H 

menjelaskan bahwa pelaku aksi klitih yang berusia 18 tahun atau lebih akan dikenakan 

hukuman sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia berdasarkan jenis perbuatannya, 

seperti: 

a. Pengeroyokan 

 Apabila pelaku aksi klitih terbukti melakukan pengeroyokan secara bersama-

sama terhadap korbannya akan dikenakan Pasal 170 KUHP. Ancaman hukuman dari 

pelaku klitih yang dijerat pasal 170 KUHP adalah lama pidananya 5 sampai 6 tahun. Pasal 

170 KUHP dikenakan kepada pelaku tawuran atau pelaku yang melakukan pengerusakan 

terhadap kendaraan korbannya seperti sepeda motor dan lain-lain. 

b. Penganiayaan dengan kekerasan 

 Perbuatan penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih 

di kenakan dengan Pasal 351 KUHP akibat penganiayaan dengan kekerasan tersebut, 

Pasal 351 KUHP dikenakan kepada pelaku jika korbannya mengalami: 

1. Jika penganiayaan yang mengakibatkan korbannya tidak mengalami luka berat atau 

kematian maka pelaku klitih di hukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 

2. Jika penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat maka pelaku aksi 
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klitih dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 

3. Jika penganiayaan hingga menyebabkan korban mengalami kematian maka pelaku 

aksi klitih di hukum pidana penjara paling lama 7 tahun. 

b. Pembunuhan 

 Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih terhadap korbannya 

dikenakan dengan Pasal 338 KUHP. Hukuman terhadap pelaku aksi klitih yang melakukan 

pembunuhan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. 

c. Membawa Senjata Tajam 

 Membawa senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih dikenakan Pasal 2 ayat (1) 

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Hukuman terhadap pelaku aksi klitih 

yang diketahui membawa senjata tajam secara ilegal dikenakan hukuman penjara paling lama 

10 tahun.  

d. Konvoi menggunakan knalpot brong 

 Konvoi yang dilakukan oleh para pelaku aksi klitih ini mengganggu kenyamanan 

Masyarakat karena suara bising yang dihasilkan dari bleyeran motor berknalpot brong saat 

konvoi. Kegiatan konvoi ini tentunya sangat meresahkan Masyarakat yang rumahnya dilalui 

oleh para pelaku aksi klitih. Menurut penjelasan KASAT RESKRIM Polres Klaten IPTU Taufik 

Frida Mustofa mengatakan bahwa Polres Klaten memberikan sanksi tilang terhadap pelaku aksi 

klitih sesuai yang termuat pada Pasal 106 dan Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang larangan penggunaan knalpot brong dengan ancaman 

pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah). 

Berikut merupakan tabel kasus aksi klitih dengan pelaku berusia diatas 18 tahun yang terjadi di 

Kabupaten Klaten: 

 

 

 

 

 

 

Tahun Jumlah Kasus 

2021 1 Kasus 

2022 4 Kasus 

2023 4 Kasus 

2024  Nihil 

2025 Nihil 
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Bahwa dapat disimpulkan dari data kasus diatas angka aksi klitih di Klaten mengalami 

penurunan tiap tahunnya walaupun sempat terjadi lonjakan aksi klitih setelah pandemi Covid-

19. Kasus yang terjadi diatas rata-rata adalah kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Jumlah 

pelaku aksi klitih di Klaten yang diproses ke dalam persidangan sangatlah sedikit. Pelaku yang 

berusia diatas 18 tahun jumlahnya tidak banyak karena usia tersebut pemikirannya sudah 

dewasa dan sudah bisa mengontrol emosinya sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan dirinya dan juga orang lain. 

2. Pelaku yang berusia dibawah 18 tahun 

 Pelaku yang belum berusia 18 tahun merupakan anak yang belum cakap hukum. Tentunya 

Polres Klaten memberikan penegakan hukum yang berbeda dengan pelaku aksi klitih yang sudah 

berusia diatas 18 tahun. Pelaku aksi klitih yang belum berusia 18 tahun akan diberikan pembinaan. 

Menurut IPTU Taufik Frida Mustofa KASAT RESKRIM Polres Klaten menjelaskan bahwa untuk 

anak dibawah umur dikenakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

Sistem Peradilan Anak mengutamakan prinsip perlindungan terhadap anak meskipun anak tersebut 

terkena kasus pidana karena didalam SPPA wajib mengutamakan Diversi dengan pendekatan 

restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara, meskipun anak tersebut terkena kasus 

pidana dilakukan pembinaan yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

wajib di didampingi oleh: 

i) Didampingi oleh orang tua. 

 Perlunya pendampingan oleh orang tua agar anak mendapatkan dukungan moral dan 

proses peradilan berjalan adil karena kehadiran orang tua yang membuat aparat penegak hukum 

menjadi lebih hati-hati dalam menangani kasus anak. 

ii) Didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos). 

 Perlunya pendampingan dari Pekerja Sosial karena Pekerja Sosial dapat menjadi fasilitator 

atau mediator saat terjadinya musyawarah diversi menggunakan pendekatan restorative justice. 

iii) Didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), 

 Perlunya pendampingan dari DP3A karena DP3A bertugas untuk memastikan bahwa hak-

hak anak tidak dilanggar selama proses diversi berlangsung. Mereka membantu agar anak tidak 

diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses hukum serta memantau proses diversi agar berjalan 

adil dan tidak merugikan anak. 

 Tujuan dari penerapan Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara adalah untuk 
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melindungi hak-hak dari anak tersebut untuk maaa depannya yang lebih baik, berikut tujuan 

penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara sesuai UU SPPA, yaitu: 

a. Menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. 

b. Melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang. 

c. Melindungi anak dari stigma negatif. 

d. Memastikan bahwa proses hukum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. 

 Untuk pelaku aksi klitih yang masih berusia dibawah 18 tahun dab baru melakukan sekali 

percobaan aksi klitih yang tidak menimbulkan akibat korbannya mengalami luka hanya diberi 

pembinaan oleh Polres Klaten dan wajib diambil oleh orang tua anak dan guru Bimbingan Konseling 

sekolahnya. Maka dari itu pembinaan merupakan upaya yang efektif untuk menjadi alternatif 

penyelesaian perkara anak sebagai pelaku aksi klitih untuk melindungi hak-hak di masa depan. 

3.2 Kendala yang dihadapi oleh Polres Klaten dalam menangani aksi klitih 

 Aksi klitih ini merupakan salah satu kasus yang sangat sulit di ungkap karena aksi klitih 

seperti ini sulit untuk diprediksi, Fenomena kekerasan jalanan atau yang lebih dikenal dengan istilah 

klitih ini menjadi tantangan serius bagi keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah Klaten dan 

sekitarnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk peningkatan 

patroli, sosialisasi ke sekolah-sekolah, hingga pembentukan tim khusus, kasus klitih masih terus 

terjadi dengan pola yang semakin beragam dan melibatkan pelaku usia remaja. Dalam 

penanganannya, kepolisian tidak hanya dihadapkan pada persoalan teknis di lapangan, tetapi juga 

menghadapi berbagai kendala Masyarakat, sosial, dan psikologis. Beberapa faktor yang menjadi 

hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel, kesulitan dalam memperoleh bukti hukum yang 

kuat, karakteristik pelaku yang Sebagian besar merupakan anak di bawah umur, dinamika pergerakan 

pelaku yang cepat dan lintas wilayah, minimnya partisipasi aktif Masyarakat dalam pelaporan, hingga 

dampak dari media sosial yang mempercepat penyebaran provokasi yang berujung pada kekerasan. 

Beberapa kendala yang menjadi penyebab utama sulitnya melakukan penanganan dalam menghadapi 

aksi klitih, yaitu: 

1. Deteksi Dini 

Dalam melakukan penanganan dalam menghadapi aksi klitih di Kabupaten Klaten, yaitu Polres Klaten 

dihadapkan pada tantangan dalam melakukan deteksi dini terhadap adanya aksi klitih di sebuah 

wilayah. Aksi klitih ini sifatnya adalah fleksibel dan spontan, sangat sulit bagi Kepolisian dalam 

mengira-ngira siapa pelakunya ataupun pelaku yang akan melakukan percobaan. Karena mayoritas 

pelaku klitih di Klaten adalah remaja, deteksi dini menghadapi kendala terkait minimnya identitas 



9  

anak di bawah umur. Langkah yang dapat diambil oleh Polres Klaten dalam melakukan deteksi dini 

terhadap adanya kemungkinan terjadi aksi klitih hanya melalui Patroli rutin. 

2. Masalah Waktu 

 Permasalahan waktu menjadi salah satu kendala paling kompleks dalam menangani aksi 

klitih di Klaten. Aksi klitih ini cenderung terjadi pada malam hingga dini hari. Aksi klitih ini dilakukan 

saat Sebagian besar Masyarakat sudah beristirahat dan lalu lintas kendaraan mulai sepi. Pada saat-

saat tersebut, tingkat kewaspadaan aparat keamanan maupun Masyarakat menurun secara alami 

hingga memberikan celah bagi pelaku untuk bergerak bebas tanpa mudah terdeteksi. Minimnya 

aktivitas di malam hari juga mengakibatkan terbatasnya saksi mata yang dapat memberikan informasi 

secara cepat, sehingga memperlambat respons Kepolisian dalam melakukan tindakan. Kefleksibelan 

dan spontanitas aksi klitih dengan cara memanfaatkan sepinya aktivitas di malam hari menjadi 

tantangan tersendiri yang tidak bisa diatasi hanya dengan prosedur keamanan biasa 

3. Minimnya Laporan Cepat Masyarakat 

 Salah satu kendala signifikan dalam upaya penanganan aksi klitih di Klaten adalah 

minimnya laporan dari masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas 

mencurigakan atau adanya potensi tindakan kekerasan masih tergolong rendah. Kondisi ini 

menyebabkan keterlambatan aparat kepolisian dalam memperoleh informasi akurat yang diperlukan 

untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap aksi klitih. Faktor ketidaktahuan 

masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang benar dan aman merupakan salah satu yang menjadi 

minimnya laporan Masyarakat Minimnya laporan dari masyarakat ini memperburuk posisi kepolisian 

dalam upaya deteksi dini dan pengendalian aksi klitih. Tanpa informasi yang cukup dari Masyarakat, 

tindakan preventif menjadi lebih sulit, dan campur tangan aparat sering kali baru dilakukan setelah 

kejadian sudah berlangsung dan menimbulkan korban. 

 Dalam Upaya penanganan aksi klitih diperlukan kerja sama yang kuat antara Masyarakat 

dengan Kepolisian. Polres Klaten juga perlu bekerja sama dengan Masyarakat melalui upaya sukarela 

yang dilakukan oleh Masyarakat dengan cara patroli mandiri untuk melakukan pencegahan aksi klitih. 

Tentunya upaya patroli mandiri Masyarakat perlu izin dengan kepolisian agar tidak terjadi kesalah 

pahaman antara kepolisian dengan Masyarakat. 
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4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian penegakan hukum terhadap aksi klitih dapat disimpulkan bahwa klitih adalah 

aksi yang dilakukan oleh segerombolan anak remaja untuk melakukan hal-hal negatif atau aktivitas 

yang menyimpang di Masyarakat seperti tawuran, perkelahian, konvoi yang meresahkan lingkungan 

Masyarakat. Pelaku klitih umumnya berusia 14-18 tahun dan masih berstatus pelajar. Aksi ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pencarian jati diri, dendam, pergaulan negatif, ekonomi, 

hingga pengaruh sosial media. Untuk menanggulangi hal tersebut, Polres Klaten menerapkan upaya 

pre-emtif yaitu sosialisasi dan edukasi ke sekolah dan masyarakat, upaya preventif yaitu dengan 

Operasi Cipta Kondisi dan juga patroli rutin, serta upaya represif melalui penegakan hukum sesuai 

KUHP, UU No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, serta UU No. 11 tentang Sistem Peradilan Pada 

Anak untuk anak di bawah umur dengan menggunakan pendekatan restorative justice dengan tetap 

memperhatikan keberlangsungan masa depan anak walaupun sebagai pelaku dalam aksi klitih. 

Kendala dalam menangani aksi klitih adalah polres Klaten menghadapi beberapa kendala antara 

lain keterbatasan jumlah personel, kesulitan dalam memperoleh bukti hukum yang kuat, karakteristik 

pelaku yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur, dinamika pergerakan pelaku yang cepat 

dan lintas wilayah, minimnya partisipasi aktif Masyarakat dalam pelaporan, hingga dampak dari 

media sosial. Beberapa kendala utama dalam melakukan penanganan terhadap aksi klitih, yaitu 

Deteksi Dini, Masalah Waktu, dan Minimnya Laporan. Oleh karena itu polres klaten juga perlu 

bekerja sama dengan Masyarakat melalui upaya sukarela yang dapat dilakukan oleh Masyarakat 

dengan cara patroli mandiri untuk melakukan pencegahan aksi klitih. Tentunya upaya patroli mandiri 

Masyarakat diperlukan izin dengan Kepolisian agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak 

Kepolisian dengan Masyarakat. Kolabirasi antara Kepolisian dengan Masyarakat diyakini dapat untuk 

mengantisipasi aksi klitih ini terulang di Kabupaten Klaten. 
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